BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11
(sebelas) Jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota;

bahwa sesuai komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Cilacap
siap menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tanggal 1 Januari
2013;

bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah di Kabupaten Cilacap yang dalam pelaksanaannya
mengalami hambatan sehingga perlu untuk disesuaikan dan
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 57) diubah sebagai berikut :



Ketentuan ayat (3) Pasal 27 dihapus, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 27 diubah dan
diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat
(4b), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai
kontrak Reklame.

(3) Dihapus.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diketahui atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan
dengan menggunakan faktor Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan
Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

(4a.)Faktor NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. jenis bahan yang digunakan;
b. luas reklame;
c. jangka waktu pemasangan;dan
d. jumlah reklame
(4b.)Faktor NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
a. zona/kelas jalan;
b. sudut pandang;dan
c. ketinggian.

(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung
dengan cara mengalikan NJOPR dan NSPR.

(6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 6% (enam per seratus).

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah,
sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

(1) Setiap Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Sarang Burung Walet, wajib mengisi
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

(2) Dihapus

(3) Setiap wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
pada saat pendataan wajib mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
(SPOP) dan bagi yang terdapat obyek pajak bangunan wajib mengisi
Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP).

(4) Setiap Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
wajib mengisi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (SSPD-BPHTB).

(5) SPTPD, SSPD, SPOP, LSPOP dan penyampaian data dan keterangan
obyek dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3)
dan ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.



Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 77

(1) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya pada
tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 101

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat
dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 103

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dipidana denda paling banyak
Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).

Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 104

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap mengenai jenis Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Dihapus.



8. Pasal 105 diubah, sehingga pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 105

(1) Ketentuan pelaksanaan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.
Disahkan di Cilacap
pada tanggal 07 Agustus 2012
BUPATI CILACAP,
Cap & ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 07 Agustus 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
Asisten Administrasi Umum

Cap & ttd

ANTON SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 18



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk
memungut 11 (sebelas) jenis Pajak.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah di Kabupaten Cilacap.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten
Cilacap mengalami hambatan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan
dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I dan Pasal Il : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 85



